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WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR  900-) /20/ Wpwav / 20 2<
TENTANG
KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Wali Kota dalam
menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
termasuk pengelolaan keuangan daerah, perlu
mengangkat koordinator pengelolaan keuangan
daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat
(4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan koordinator pengelolaan  keuangan
daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan  Keputusan Wali Kota tentang
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu
Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);

6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG KOORDINATOR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Mengangkat dan menetapkan Koordinator Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagai berikut:

Nama :  Irmayanti, S.Sos.,M.M
NIP : 19691001 199703 2 010
Jabatan . Sekretaris Daerah Kota Palu

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;

b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan
anggaran pendapatan belanja daerah, rancangan
perubahan anggaran pendapatan belanja daerah,
dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan
anggaran pendapatan belanja daerah;

c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan
anggaran pendapatan belanja daerah;

d. memberikan persetujuan pengesahan dokumen
pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat
daerah;

e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang
pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perurndang-undangan; dan

f. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
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Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Palu.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 AN 202

WALI KOTA PALU,
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IANTO RASYID



